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1ABSTRAKSI
Agil Prianggara, 0910113066, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Oktober 2013, Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan
Terbatas Merokok (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Surabaya), Prof.Dr.
Sudarsono, S.H.,MS. ; Agus Yulianto, S.H.,MH.
Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan Dinas
Kesehatan Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan rokok yang ada di sarana –
sarana kesehatan Kota Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan unsur
pendukung penyelenggaraan pemerintah dibidang kesehatan. Dinas Kesehatan
melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008.
Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Kerbatas Merokok yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam
mengatasi permasalahan merokok di sarana – sarana kesehatan dan penerapan
peraturan daerah yang dilakukan sarana – sarana kesehatan yang ada ada di Kota
Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.Metode pendekatan yang
digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pasal 7
peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok
dan kawasan terbatas merokok yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah memberikan
pembinaan dan pengawasan terhadap sarana – sarana kesehatan agar terwujudnya
lingkungan yang sehat, serasi dan seimbang.
Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah  Pelaksanaan pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok oleh Dinas Kesehatan  Kota Surabaya dalam upaya
pembinaan yang meliputi 2 tahap yaitu bimbingan dan penyuluhan masih belum
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentan
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok karena masih terdapat
hambatan – hambatan eksternal dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengawasan
2yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang meliputi pemantauan telah
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
3ABSTRACT
Agil Prianggara, 0910113066, Administrative Law, Faculty of Law
Universitas Brawijaya, Oktober 2013, Implementation of Article 7 of Regulation
No. 5 Surabaya 2008 about No Smoking Area Smoking And Restricted Areas
(Studies in Surabaya City Health Office), Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,MS. ; Agus
Yulianto, S.H.,MH.
Background on the author of this thesis raised about the implementation of
Article 7 of Regulation No. 5 Surabaya 2008 about No Smoking Area Smoking And
Restricted Areas City Health Department in addressing the issue of cigarettes in
health facilities in Surabaya. Surabaya City Health Department is a supporting
element of the government administration in the health sector. Department of Health
Supervision implement under section 7 Regional Regulation No. 5 of 2008 Surabaya.
Study aimed to analyze the implementation of Article 7 and local regulations
Surabaya No. 5 of 2008 on the non-smoking area and limited smoking areas do
Surabaya City Health Department in addressing the problem of smoking in health
facilities and the implementation of regulations that do existing health facilities in the
city Surabaya. The research is empirical research. Method used is the method of
socio-juridical approach. Implementation of Article 7 of regulation Surabaya City
area number 5 of 2008 on the non-smoking areas and smoking areas conducted
limited health office is to provide guidance and supervision of health facilities for the
realization of a healthy, harmonious and balanced.
The conclusion of this thesis is the implementation of Article 7 of Regulation
No. 5 Surabaya 2008 about No Smoking Area and Restricted Areas Designated by the
City Health Office in Surabaya development efforts which includes 2 stages: guidance
and counseling is still not in accordance with Regulation No. Surabaya City 5 in 2008
tentan No Smoking Area and Restricted Areas Designated as there are external
obstacles in its implementation. Supervision conducted Surabaya City Health
Department which includes the monitoring of compliance with Regulation No. 5
Surabaya 2008 about No Smoking Area and Limited Smoking Area.
4KATA KUNCI
1. Dinas Kesehatan adalah unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Pembinaan adalah upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang
seharusnya terjadi atau menjaga keadaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kota Surabaya terkait kasus kawsan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.
3. Pengawasan adalah proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi kesehatan lingkungan sebagai upaya
memelihara kesehatan lingkungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota
Surabaya.
4. Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok.
5. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok
hanya boleh dilakukan ditempat khusus.
5PENDAHULUAN
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah suatu landasan hukum untuk
melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok serta
mengembangkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang serasi,
selaras dan seimbang guna mewujudkan kawasan tanpa rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok di Kota Surabaya.
Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok merupakan landasan hukum
untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa
rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk
memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
Pengertian Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok adalah
area dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau
pengguna rokok dan tempat atau area dmana kegiatan merokok hanya boleh
dilakukan ditempat khusus guna menjamin lingkungan yang sehat, lestari untuk
generasi masa kini dan masa depan.
Kota Surabaya adalah kota terbesar yang ada di wilayah Jawa Timur, dan oleh
itu Kota Surabaya menjadi Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya
menerapakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah
diatur didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok.
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya
diberlakukan untuk mengatasi permasalahan merokok yang ada di Kota
Surabaya.Masalah merokok di Kota Surabaya sangat menggangu kepentingan umum
dan menciptakan bahaya bagi orang dan sekeliling lingkungan yang semestinya
kawasan tersebut menjadi kawasan tanpa rokok. Merokok merupakan hak seseorang,
tetapi merokok disembarang tempat dapat mengganggu kenyamanan orang lain, selain
itu dampak asap dari batang rokok yang ditimbulkan juga sangat kurang baik.
6Dampak rokok juga dapat menjadikan seseorang atau individu mengalami penyakit
paru-paru, kanker, gangguan janin, dan kerusakan lainnya pada organ tubuh manusia1.
Terkait kasus yang disebabkan oleh pencemaranasap rokok, diperlukannya
Pembinaan dan Pengawasan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di
Kota Surabaya. Hal ini dilakukan guna memperoleh lingkungan hidup yang baik,
sehat, dan bersih dari pencemaranasap rokok yang merupakan hak masyarakat.
Diperlukannya suatu perangkat peraturan yang dapat mendukung terciptanya
lingkungan yang baik, sehat dan bersih dari asap rokok, serta diperlukannya
pembinaan dan pengawasan kawasan terbatas rokok dan kawasan terbatas merokok
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan dipimpin oleh Kepala Kantor
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah2.
Dinas Kesehatan mempunyai tugas yang disebutkan dalam pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa perumusan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kegiatan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas
merokok dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan Kota Surabaya.
Terkait dengan sebagaimana tersebut di atas penulis ingin mengangkat materi
tentang  Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, yang dilaksanakan
di Pemerintah Kota Surabaya.Pembinaan dan pengawasan seperti apayang sudah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait kasus kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok di Kota Surabaya yang menarik untuk diteliti.
1 Dampak rokok, dikutip dari www.google.com , diakses pada tanggal 6 maret 2013
2www.surabaya.go.id (situs resmi Kota Surabaya)
7A. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5
Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok?
2. Apakah hambatan – hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Pasal 7
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang kawasan
tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok dan Bagaimana cara
mengatasinya?
8METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
Jenis penelitian ini merupakan penelitian emperis yang merupakan suatu
penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam
masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis
untuk mengkaji pembinaan dan pengawasan kawsan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok oleh Pemerintah Kota Surabaya.
B. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Surabaya. Pemilihan
lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:
a. Kota Surabaya
Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kota Surabaya karena wilayah
Kota Surabaya merupakan daerah yang sangat luas, dan banyak masyarakat
dari kota lain yang dating ke Kota Surabaya berdampak pada penyebaran
masyarakat di Kota Surabaya, berdasarkan kepentingan yang bermacam-
macam, baik karena kepentingan sekolah/kuliah, kerja, dan lainnya. Serta
berdasarkan adanya aktivitas merokok di Kota Surabaya, maka banyak pula
permasalahan yang ada mengenai kesehatan lingkungan yang ada di Kota
Surabaya. Salah satu masalah kegiatan merokok di area umum dan efek dari
asap rokok inilah yang akan menjadi obyek penelitian penulis.
b. Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Dinas Kesehatan Kota Surabaya merupakan unsur pendukung
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan yang mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
Kesehatan.
C. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari :
91. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di
lapangan. Data tentang peran Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam
Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 5 Tahun
2008 Tentang Kawasan tanpa Merokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
Serta melakukan wawancara dengan kepala dan seksi pembinaan dan
pengawasan Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari buku literatur, koleksi
Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Data dan Informasi Hukum
(PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota
Surabaya yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka
dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs
internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Data primer didapatkan melalui teknik wawancara langsung dan
mendalam. Data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan
responden. Responden adalah kepala atau Tim Pemantau Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Dinas Kesehatan Kota.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan
dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Dan
studi Dokumentasi yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara
menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di
Dinas Kesehatan Kota Surabaya, selain itu juga mengunduh dari internet
E. Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh
gejala/kegiatan atau yang akan diteliti. Populasi ini adalah Pegawai Negeri
Sipil Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang representatif
dari sebuah populasi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis
adalah dengan cara purposif sampling atau penarikan sampel, yakni penentuan
sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dalam
hal yang akan diteliti. Sampel judul ini adalah :
a. Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
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b. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan
cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan
studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi
kesimpulan.
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HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
1. Substansi Hukum
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok oleh Dinas
Kesehatan Kota Surabaya adalah dengan cara memberikan Pembinaan dan
Pengawasan yang telah diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok terhadap sarana kesehatan yang ada di Kota Surabaya.
Pembinaan dan Pengawasan kawasan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya meliputi 3 tahap, yaitu
bimbingan, penyuluhan, dan pemantauan. Berikut upaya yang telah dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya :
a. Bimbingan
Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam melakukan bimbingan dengan
menyampaikan implementasi peraturan daerah yang telah dibuat oleh
pemerintah secara langsung kepada sarana-sarana kesehatan dan memberikan
teguran tertulis dan sanksi administrasi jika tidak melaksanakan peraturan
yang telah dibuat.Dengan mengadakan pertemuan dengan pimpinan sarana
kesehatan dan turun langsung ketempat sarana-sarana kesehatan dengan
memberikan stiker larangan merokok, hal ini terbukti dengan dilaksanakannya
oleh sarana-sarana kesehatan dengan melakukan pemasangan stiker larangan
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merokok di area sarana kesehatan.3 Pemasangan stiker bertujuan untuk
memberikan penjelasan bahwa adanya area yang tidak diperbolehkannya
melakukan kegiatan merokok di sarana-sarana kesehatan. Demi terjaganya
lingkungan yang sehat dari asap rokok. Dengan memberikan sosialisasi
terhadap setiap pimpinan saran kesehatan oleh Dinas Kesehatan bertujuan agar
terlaksanannya peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok.4
Peraturan mengenai sanksi administrasi ini termuat dalam Peraturan
Daerah Nomo 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok Kota Surabaya yang berbunyi :
“pasal 9 (1)”
a. Peringatan Tertulis ;
b. Penghentian sementara kegiatan ;
c. Pencabutan izin ; dan/atau
d. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Peraturan mengenai sanksi administrasi ini bertujuan agar setiap sarana
kesehatan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.Pembayaran
atas denda ini menjadi tanggung jawab dari pimpinan atau penanggung jawab
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.5
Menurut penulis, teguran tertulis yang dilakukan Dinas Kesehatan
Kota Surabaya merupakan penegakan sanksi administratif yang dapat bersifat
preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan.Sanksi administratif
3 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
4 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya
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terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan
terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada
perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.
b. Penyuluhan
Pada tahap penyuluhan Dinas Kesehatan melakukan pertemuan yang
dilakukan bersama pimpinan sarana kesehatan dengan memberikan
penyuluhan masalah kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Dan
memberikan arahan tentang bahaya rokok bagi kesehatan.Dinas Kesehatan
Kota Surabaya memberikan tanggung jawab kepada setiap pimpinan saran
kesehatan untuk menjalankan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok.6 Dengan diberikannya tanggung jawab kepada
setiap Kepala atau pimpinan sarana kesehatan bertujuan untuk memberikan
kewajiban agar mematuhi segala peraturan, demi terlaksananya Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok. Hal ini terbukti dengan belum terlaksana sepenuhnya
mengenai  penyuluhan yang dilakukan Kepala Kantor atau pimpinan sarana
kesehatan kepada setiap bawahanny. Kewajiban Pimpinan atau penanggung
jawab termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Kota Surabaya yang berbunyi :
“Pasal 5 (1) dan (2) :
(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkewajiban  ;
a. Membuat dan memasang tanda atau petunjuk peringatan larangan
merokok ;
6 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
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b. Wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang
yang melanggar ketentuan pasal 3.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkewajiban :
a. Menyediakan tempat khusus untuk merokok ;
b. Membuat dan memasang tanda atau petunjuk peringatan
larangan merokok dan tanda atau petunjuk ruangan boleh
merokok ;
c. Wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang
yang melanggat ketentuan pasal 4 ayat (2)
Menurut penulis, tanggung jawab yang diberikan kepada setiap
pimpinan sarana kesehatan adalah sesuatu  kewajiban yang harus dilakukan
agar terlaksanannya suatu peraturan dan terwujudnya suatu tujuan. Tanggung
jawab dapat dilakukan sebagai berikut :
a) Mentaati segala peraturan yang telah diputuskan ;
b) Melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
c. Pemantauan
Dalam tahap ini Dinas Kesehatan turun langsung ke sarana kesehatan
dengan melakukan pengawasan sacara langsung terhadap pihak atau indivudu
yang melakukan pelanggaran mengenai kawasan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok. Dinas Kesehatan memberikan teguran tertulis kepada pihak
atau yang melakukan pelanggaran.7 Dalam menjalankan kegiatan tersebut
Dinas Kesehatan Kota Surabaya bergabung dengan tim pemantau yaitu :
7 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
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a. IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) ;
b. LPA jatim (Lembaga Perlindungan Anak) ;
c. Stikes Yarsi.8
Seperti yang telah dikatakan Drg. Migit Supriati selaku Kepala Seksi
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan DInas Kesehatan Kota
Surabaya “dulu ada tim pemantau bentukan Kepala Daerah dari SKPD Kota
Surabaya (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menjalankan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok, tapi sekarang sudah banyak yang berkurang bahkan
hampir tidak ada lagi.”9
2. Struktur Hukum
Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, yakni dalam pasal 7 Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008, Dinas Kesehatan Melakukan Pembinaan
dan Pengawasan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana kesehatan yang ada di Kota
Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya turun langsung ke sarana-sarana
kesehatan dengan memberikan arahan mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tebatas
Merokok. Pelaksanaan tersebut Dinas Kesehatan bergabung dengan IAKMI
(Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), LPA Jatim (Lembaga
Perlindungan Anak), dan Stiekes Yarsi Kota Surabaya. dalam memberikan arahan
8 Tim Pemantau dari IAKMI, LPA Jatim, dan Stikes Yarsi Kota Surabaya
9 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan DInas Kesehatan
Kota Surabaya
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kepada setiap sarana-sarana kesehatan, Dinas Kesehatan masih mengalami
berbagai kendala, seperti masih masih adanya sarana-sarana kesehatan yang
belum menerapkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok. Masih ditemukannya pelanggaran yang terjadi di area sarana kesehatan.
Peraturan tersebut kurang berjalan dengan baik, karena masih ada sarana-sarana
kesehatan yang belum menerapkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota
Surbaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok. Berkurangnya Tim Pemantau yang dibentuk oleh Kepala
Daerah dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menjalankan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
3. Budaya Hukum
Sarana–sarana kesehatan di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya
menerapkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang
diberikan oleh Dinas kesehatan kota Surabaya. Seperti penerapan pemasangan
tanda larangan merokok yang seharusnya dipasang di pintu masuk setiap sarana
kesehatan sebagai pentujuk bahwa area tersebut tidak diperbolehkannya ada
kegiatan merokok. Dan belum sepenuhnya sarana-sarana kesehatan memahami isi
dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
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D. Hambatan - hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok oleh Dinas Kesehatan kota
Surabaya
1. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Kota
Surabaya nomor 5 tahun 2008
Hambatan – Hambatan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan Pasal 7
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok adalah :
a. Penyuluhan
Hambatan yang terjadi dalam melakukan penyuluhan adalah kurangnya
penerapan dan sosialisasi oleh sarana kesehatan mengenai Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok yang telah diberikan oleh Dinas kesehatan Kota Surabaya.
Berkurangnya Tim Pemantau bentukan Kepala Daerah dari beberapa
SKPD yang ditunjuk. Sehingga melemahnya pemantauan mengenai Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok secara menyeluruh10.
2. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait Hambatan - hambatan dalam
pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah  Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait
hambatan – hambatan eksternal yang terjadi adalah :
a. Secara Penyuluhan
10 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesahatan Kota Surabaya
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Apabila dalam melakukan kegiatan penyuluhan mengenai Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok, Dinas Kesehatan perlu memberikan beban tanggung
jawab kepada setiap pimpinan atau Kepala Bagian setiap sarana kesehatan dengan
memberikan sanksi tegas.Sehingga dapat dilaksanakannya peraturan yang telah
disepakati11.
Menurut penulis, pemantauan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota
Surabaya secara langsung terhadap pegawai di setiap sarana kesahatan untuk
meninjau langsung kinerja yang dilakukan pegawai selama bertugas.Agar
terlaksanannya Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok.
Membentuk kembali Tim Pemantau bentukan dari SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.Agar Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
11 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan DInas Kesehatan
Kota Surabaya
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Tabel 1.1
Data Hasil Pengawasan Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok
Bulan April Tahun 2013
No Nama Lokasi Penerapan Peraturan Daerah Sosialisasi Peraturan Daerah
1 Surabaya Eye Clinic  Menerapkan Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok.
 Belum mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok.
2 RS. Royal Surabaya  Menerapkan Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok.
 Mensosialisasikan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor
5 Tahun 2008 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok.
3 Laboraturium Pramita Belum menerapkan Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok.
 Belum mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok.
Sumber : Data Sekunder, Diolah, 2013
Pada bulan april tahun 2013 sarana kesehatan telah menerapkan dan
mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
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Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Ini terbukti
dari sarana kesehatan yang memberikan larangan kegiatan merokok dengan
cara memasang stiker tanda larangan merokok di setiap pintu masuk sarana
kesehatan tersebut. Tapi masih juga ditemukan sarana kesehatan yang belum
melaksanakan penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok karena
kurangnya sosialisasi dari pimpinan sarana kesehatan tersebut untuk
menerapkan Peraturan tersebut.
Tabel 1.2
Data Hasil Pengawasan Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok
Bulan Mei Tahun 2013
No Nama Lokasi
Penerapan Peraturan
Daerah
Sosialisasi Peraturan Daerah
1 RS. Al - Irsyad  Menerapkan  Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
 Belum mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
2 RS. PKU Muhammadiyah
Surabaya
 Menerapkan  Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
 Belum mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
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Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2013
Pada bulan mei tahun 2013 terdapat sarana  kesehatan RS. Al-Irsyad
dan RS. PKU Muhammadiyah surabaya yang belum mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, hal ini terbukti dengan
ditemukannya pelanggaran kegiatan merokok yang dilakukan di area yang
seharusnya dilarang adanya kegiatan merokok. Penyebab pelanggaran tersebut
adalah masih kurangnya sosialisasi dari sarana kesehatan kepada pengunjung
sarana kesehatan tersebut. Dan tidak pahamnya dari setiap orang atau individu
mengenai dampak dari efek rokok.
Tabel 1.3
Data Hasil Pengawasan Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok
Bulan Juni Tahun 2013
3 Apotek Walisongo  Belum Menerapkan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas
merokok.
 Mensosialisasikan  Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
No Nama Lokasi
Penerapan Peraturan
Daerah
Sosialisasi Peraturan Daerah
1 RSB. Lombok Dua Dua  Menerapkan  Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
 Mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok.
22
Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2013
Pada bulan juni tahun 2013 saran kesehatan RSB. Lombok Dua-Dua
dan Klinik Rawat Inap Bersalin Kartika telah menerapkan dan
mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Sarana
kesehatan RSB. Lombok Dua-Dua dan Klinik Rawat Inap Bersalin Kartika
sudah menerapkan pemasangan tanda larangan merokok didepan pintu masuk
saran kesehatan. Hasil data tidak ditemukannya pelanggaran kegiatan merokok
di area sarana kesehatan tersebut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
2 Klinik Inap Bersalin
Kartika
 Menerapkan  Peraturan
Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok.
 Mensosialisasikan
Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun
2008 Tentang kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab
sebelumnya mengenai Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota
SurabayaNomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok danKawasan
Terbatas Merokok oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Bahwa pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok oleh
Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam upaya Pembinaan meliputi 2 tahap,
yaitu bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan yang dilakukan Dinas
Kesehatan Kota Surabaya terhadap sarana – sarana kesehatan sudah
berjalan dengan baik dalam pelaksanaanya sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Penyuluhan yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kota Surabaya masih belum sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok karena masih terdapat hambatan –
hambatan eksternal dalam pelaksanaannya.
Bahwa Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas merokok oleh
Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam upaya Pengawasan yang meliputi
pemantauan telah berjalan dengan baiksesuai Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok
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2. Hal – hal yang menghambat dalam pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas
merokok oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu :
1. Substansi Hukum
Masih belum berjalan dengan baik Peraturan Daerah kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok. Karena belum sepenuhnya isi Peraturan Daerah
dipahami oleh sarana kesehatan.
2. Struktur Hukum
Masih lemahnya penerapan dan sosialisasi yang dilakukan sarana-
sarana kesehatan di Kota Surabaya mengenai Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok yang telah diberikan Dinas Kesehatan Kota
Surabaya.
Berkurangnya Tim Pemantau bentukan Kepala Daerah dari SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang bertujuan menjalankan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
3. Budaya Hukum
Belum memahami mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas Merokok oleh sarana-sarana kesehatan yang ada di Kota
Surabaya.
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3. Solusi terkait hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 7
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya yaitu :
a. Memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan
Terbatas merokok yang dilakukan sarana-sarana kesehatan terkait
masalah kawaan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok kepada
setiap bawahannya dan menerapakan serta mensosialisasikan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok ;
b. Membentuk kembali Tim Pemantau bentukan Kepala Daerah dari
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah dipilih, untuk
menjalankan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 7),
disarankan sebagai berikut:
1) Agar Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih tegas dalam memberikan
pembinaan dan pengawasan terkait Pasal 7 Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok terhadap sarana-sarana kesehatan yang ada di
Kota Surabaya. Dan terus memantau mengenai penerapan dan sosialisasi
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Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok  yang dilakukan sarana-sarana kesehatan.
2) Agar Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan sanksi kepada sarana-
sarana kesehatan yang terbukti belum menerapkan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas merokok.
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